
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATtrRA UTARA

NOMOR 667

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AL FALAH

KELURAHAN SIMARITO, KECAMATAN SIANTAR BARAT, KOTA PEMATANG
SIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KtrPALA KANTOR WILAYAH KtrMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATtrRA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal B ayat (2)
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2073 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikarr tzttr
operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis,
dan kelayakan yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
tentang Pemberian rzin operasional Pendirian Raudhatul Athfal
swasta A1 Falah Kelurahan simarito, Kecamatan Siantar Barat,
Kota Pematang Siantar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  3O 1);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru clan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200s Nomor rsz,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5g6);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2oos tentang standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 32 T'ahun 2013 tentang perubahan atas
Peraturern Pemerintah Nomor 19 Tahun 200s tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2ol3 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a1O);
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4' Peraturan pemerintah Nomor 4T Tahun 2oog tentang wajibBelajar pendidikan Dasar (Lembaran Negara Repubrik IndonesiaTahun 200g Nomor g0, Tambahan Lemlaran Negara RepublikIndonesia Nomor ag63);
5. Peraturan pemerintah Nomor 4g rahun 2oog tentang pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oogNomor 9r, Tambahan Lembaran wega.a Repubrik IndonesiaNomor aB6!;
6' Peraturan pemerintah Nomor z4 Tahun 2oog tentang Guru(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 20og Nomor Ig4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49ar);
7' Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2oro tentang pengeloraan

dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oro Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor s 150) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan pemerintah Nomor oo tatrun 2oro tentangPerubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2olotentang Pengerolaan dan penyerenggaraan pendidikan (LembaranNegara Repubrik Indonesia 'rahun 2o1o Nomor \12, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor S157);
B. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2oo1Standar Sarana dan prasarana untuk sekorah Dasar/Madrasahibtidaiyah, sekorah Menengah pertamafMadrasah Tsanarviyah,

dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah eiiyafr;
9. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 1s rahun 2orotentang Standar perayanan Minimai pendidikan diKabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 23 Tahun 2oi3tentang Perubahan atas peraturan Menteri pendidikan NasionalNomor 1s rahun 2o1o tentang standar perayanan MinimalPendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 20rz tentang pengawas

Madrasah dan pengawas pendidikan Agama Islam pada sekorah(Berita Negara Repubrik Indonesia Tarrun 2or2 Nomor 206)sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri AgamaNomor 31 Tahun 2or3 tentang perubahan Atas peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 2or2 tentang pengawas Madrasah danPengawas pendidikan Agama Isram p"o" sJtotatr (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun ZOIS womtr 6gfl;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2or2 tentangorganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 85 1);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2ot3 tentang
Penyelengga-ran pendidikan Madrasah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor l3B2) sebagaimana terah dir_rbahdengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 201s tentangPerubahan Atas peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2orltentang Penyerenggaraan pendidikan Madrasah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun ZOIS Nomor 1733);
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIANAGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANGPEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATULATHFAL SWASTA AL FALAH KELURAHAN SIMARITO,KECAMATAN SIANTAR BARAT, KOTA PEMATANGSIANTAR.

Memberikan rzin operasional pendirian madrasah kepadaRaudhatul Athfal sebagaimana tercantum daram Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatur Athfal yangbersangkutan wajib:

a' Menyampaika, laporan perkembangan Raudhatul Athralkepada Kepara Kantor Kementerian Agama yang memuatpaling sedikit perkemba,gan jumtan peserta didik,pelaksanaan kurikulum, peraksanaan pemenurran standarsarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standarpendidik dan tenaga kependidikan; danf atau
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi paud/RA

kepada BAP paud dan pNF sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfai sebagaimanadimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhistandar pelayanan minimal penyelenggaraax pendidikandan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DiktumKEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izinoperasional sebagaimana dimaksud daram Diktum KESATU
tetap berlaku.

Dalam hat perkembangan Raudhatur Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhistandar pelayanan rninimal penyerenggaraan pendidikandan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DiktumKtrDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimar c, makaizin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 21 Juni 2O7g
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IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERiKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Madrasah RAS. AL FALAH
Nomor Statistik Madrasah to1272720033
Alamat Madrasah Jl. Masjid No. 31 - 31 A

Desa/ Kelurahan Simarito
Kecamatan Siantar Barat
Kota Pematang Siantar
Provinsi Sumatera Utara

Nama Organisasi penyelengga-ra YAYASAN AR ROF'IQ
Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara
No. 49 Robert Tampubolon, S.H Tanggal 25
April 2079

Pengesahan Akte Notaris

Organi sasi penyelen ggara

AHU-O006605,AH. 0 1. 04.Tahun 2O 19

Tanggal 29 April2}lg
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